
Hambatan SPBE Sulbar

Sistem yang 
terpisah-pisah 
(silo)

Pengembangan IT 
tidak terencana

Terlalu banyak 
aplikasi

Ketergantungan 
vendor

Atensi Pejabat OPD 
rendah

Pengetahuan SPBE 
kurang

Kompetensi SDM 
TIK terbatas

Perangkat jaringan 
tidak standar

Indeks SPBE Sulbar 2,28 
(CUKUP), urutan 25 dari 34 

Provinsi

40% OPD 
belum optimal 

menerapkan SPBE

Belum ada pedoman 
implementasi bagi OPD

Ego 
Sektoral

Belanja TIK boros Data 
tidak sinkron

Enggan 
transparan



GAGASAN Integrasi bangun ekosistem digital Pemprov. Sulbar 
berbasis penyeragaman tata kelola SPBE OPD

SPBE utama
PEMERINTAH PROVINSI 

(Dinas Kominfo)
Pedoman : Perpres 95/2018 & 
  PermenpanRB
Output : SATU DATA & 
  INFORMASI 
  PROVINSI

SPBE pendukung
OPD/Unit Kerja

Pedoman : belum ada 
Output : Layanan PUBLIK 
  dan Internal 
  PEMERINTAHAN

Interoperabilitas Data dan Sistem

OPD

OPD

PROV

OPD

OPD

Mini app/e-service SULBAR siap 
supporting ekosistem SPBE/super apps nasional  *



Indeks SPBE OPD 
menjadi salah satu 
instrumen 
pembayaran 25% 
TPP ASN pada 
indikator prestasi 
kerja

Sistem informasi pedoman dan evaluasi 
https://spbeopd.sulbarprov.go.id 

INOVASI

Kebijakan INDEKS SPBE OPD
25 Indikator SPBE OPD

§ Dukungan pimpinan 
sangat menentukan 

§ Indikator dapat 
berubah sesuai 
kebutuhan

§ Perlu diberikan 
apresiasi OPD 
SPBE terbaik 

3 domain Indeks: 
• TATA KELOLA (3 indikator) bobot 22%
• MANAJEMEN (19 indikator) bobot 50%
• LAYANAN (3 indikator) bobot 28%

(Pedoman digitalisasi dan evaluasi SPBE OPD yang terarah)

Perhitungan indeks:

Kapabilitas PROSES:
1. Rintisan
2. Terencana
3. Diterapkan
4. Terukur
5. Optimal

Kapabilitas LAYANAN:
1. Informasi
2. Interaksi
3. Transaksi
4. Kolaborasi
5. Optimum

Tingkat Kematangan Indikator

https://spbeopd.sulbarprov.go.id/


HASIL PENERAPAN

ü Progres perbaikan pengelolaan SPBE OPD makin meningkat

ü Penerapan SPBE di Pemprov lebih terarah sejalan dengan kebijakan SPBE 
Nasional

ü Tumbuh kesadaran bahwa digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, website & 
virtual meeting, tapi juga yang utama adalah perbaikan sistem pemerintahan 
pada aspek kebijakan, probis, manajemen, tata kelola, integrasi system, dsb.

ü Perspektif mulai berubah bahwa SPBE bukan hanya tanggung jawab Kominfo, 
tapi semua OPD adalah pelaksana SPBE, pengelola layanan pemerintahan 
dan publik

ü Meningkatkan kepedulian, pengetahuan, perubahan mindset dan 
keterampilan digital ASN 

ü Terbangun pemahaman pentingnya integrasi sistem dengan model kerja yang 
kolaboratif antar perangkat daerah agar digitalisasi pemerintahan efektif 

ü Pengembangan teknologi infomasi di OPD sudah lebih teratur & 
dikonsultasikan ke Dinas Kominfo
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forcing awareness;
speed up the journey“

”(memaksa kesadaran; mempercepat perjalanan)


